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21 FEBRUARI 2018

A. PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU
KPK) dalam Perkara Nomor 95/PUU-XV/2017 diajukan oleh Setya Novanto, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M.,
MBA.,dkk.

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas
Pasal 46 ayat (1) UU KPK yang menyatakan,“1) Dalam hal seseorang ditetapkan
sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal
penetapkan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan
tersangka diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku
berdasarkan undang-undang ini”, tidak berlaku apabila dalam proses
penyelidikan dan penyidikan terhadap Anggota DPR dalam suatu perkara tindak
pidana Korupsi, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap
Anggota DPR sepanjang tanpa izin tertulis dari Presiden.

C. BATU UJI
Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU KPK dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal
1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon.

D. PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 46 ayat (1) UU KPK, MK memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:
1) Ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah




(selanjutnya disebut UU MD3) tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan

Pasal 245 ayat (3) UU MD3, di mana di dalam ketentuan tersebut
ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak berlaku
apabila anggota DPR: a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b)
disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan
terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan
yang cukup; atau c) disangka melakukan tindak pidana khusus. Oleh
karena itu sudah sangat jelas bahwa semua prosedur pemanggilan dan
permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari
Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 menjadi
tidak berlaku ketika anggota DPR tersebut diduga melakukan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU
MD3.

2) Oleh karena itu argumentasi Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 46
ayat (1) UU KPK tidak dapat diterapkan terhadap anggota DPR termasuk
Pemohon dengan alasan bahwa pasal a quo inkonstitusional apabila tidak
dipersyaratkan harus ada izin dari Presiden ketika melakukan pemanggilan
dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR untuk kepentingan
penyidikan oleh KPK dan menurut Pemohon hal tersebut merugikan hak
konstitusional Pemohon adalah hal yang tidak beralasan, mengingat sesuai
fakta yang ada di persidangan, pemanggilan dan permintaan keterangan
oleh KPK terhadap Pemohon adalah terkait dengan penyidikan perkara
dugaan adanya tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara
elektronik (e-KTP) untuk Tahun Anggaran 2011-2012 [vide bukti P-9], di
mana hal tersebut jelas masuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus,
sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (3) huruf ¢ UU MD3 dan oleh
karena itu sesungguhnya tidak ada persoalan konstitusionalitas norma
terhadap Pasal 46 ayat (1) UU KPK.

3) Bahwa berdasarkan seluruh wuraian pertimbangan tersebut di atas,
mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian undang-
undang a quo.

4) Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo,
namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

E. AMAR PUTUSAN
Menyatakan “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”




F. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat
serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan
dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 95/PUU-
XV/2017 yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
terhadap Pengujian Pasal 46 ayat (1) KPK mengandung arti bahwa Pasal a
guo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
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